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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan—pembahasan hasil penelitian pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sengketa tanah hak ulayat perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara
yang ada di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten
Kepulauan Aru Provinsi Maluku, antara pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Aru dengan masyarakat hukum adat Desa Wangel
belum ada penyelesaian sengketa yang kongkrit. Hal tersebut disebabkan
karena Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat
bahwa tanah tersebut adalah tanah negara sehingga masyarakat hukum
adat tidak berhak menguasainya.

2. Belum adanya penyelesaian sengketa yang kongkrit tersebut, sehingga
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat
Desa Wangel belum terwujud.

B. Saran
Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan
saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
terkait yaitu :
a. Masyarakat hukum adat Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku hendaknya melalui DPRD

82



Kabupaten Kepulauan Aru mendorong pejabat Kantor Pertanahan

Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerbitkan surat keputusan mengenai

status tanah hak ulayat bekas HGU Wamar Utara.

. Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam penyelesaian

sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar

Utara di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan

Aru Provinsi Maluku adalah:

a.

b.

Melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, saling
menghormati kedudukan masing-masing dan saling membutuhkan
antara masyarakat hukum adat Desa Wangel dan pejabat Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru serta pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Aru.

Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mencapai kata sepakat
maka sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara
(PTUN). Penyelesaian melalui PTUN dilakukan melalui mekanisme
awal yakni masyarakat hukum adat Desa Wangel mendorong pejabat
Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengeluarkan
surat keputusan tentang status tanah hak ulayat (bekas Hak Guna
Usaha) Wamar Utara. Berdasarkan surat keputusan yang akan
dikeluarkan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru
tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan ke pengadilan tata

usaha negara.
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